REFORMASI YANG DIPERLUKAN

BANGSA INDONESIA
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Gerakan Reformasi 1998

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami pukulan Krisis
Ekonomi yang amat berat. Ketika itu negara-negara Asia
Tenggara mengalami pukulan ekonomi yang berat. Mula-
mula pada pertengahan 1997 yang terpukul adalah Malay-
sia, tidak lama kemudian diikuti oleh Thailand. Para pejabat
IMF yang selalu membimbing dan mengawasi perkembangan
ekonomi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan
turut terpukul karena dasar-dasar ekonomi Indonesia sehat
dan kuat. Tentu saja mereka mengatakan demikian karena
perkembangan ekonomi Indonesia banyak dipenaruhi
kehendak IMF. Akan tetapi mereka salah sekali, sebab Indo-
nesia pun tidak bebas dari pukulan ekonomi yang akibatknya
malahan jauh lebih parah dari pada yang dialami Malaysia
dan Thailand. Indonesia benar-benar berada dalam Krisis
Ekonomi yang kemudian tidak dapat diatasi secara cepat.

Krisis Ekonomi itu membawa
dampak politik yang sangat be-
sar. Ternyata Presiden Soeharto
yang telah memimpin Indonesia
sejak tahun 1966 dan berhasil
menciptakan kondisi ekonomi
yang nampaknya maju, tidak
kuat dan malahan kewalahan
menghadapi krisis itu. Ternyata
apa yang disangka kemajuan
ekonomi Indonesia sebagai hasil
pembangunan nasional sejak
tahun 1968, adalah satu mitos
palsu dan kesejahteraan semu
belaka karena terbukti penuh
kelemahan dan kerawanan ser-

ta keropos dari dalam. Pukulan
pada tahun 1997 memberikan
bukti nyata dari keadaan itu.
Kalau kemudian IMF berpikir
dapat memperbaiki keadaan,
yang terjadi malahan sebaliknya.
Keputusan-keputusan IMF yang
didesakkan kepada pemerintah
RI untuk dilaksanakan, bukan-
nya memperbaiki keadaan, ma-
lahan membuat keadaan makin
parah. Hal itu kemudian dinya-
takan oleh banyak pakar eko-
nomi yang netral dan tidak tun-
duk kepada apa yang dinama-
kan Washington Consensus, an-
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tara lain Prof.DR. Joseph Stiglitz
seorang pemenang Hadiah No-
bel dalam Ekonomi dan mantan
penasehat utama bidang eko-
nomi untuk presiden AS.
Presiden Soeharto yang sebe-
lumnya selalu tegar memimpin
Indonesia, sebagaimana dibukti-
kannya ketika memimpin Gerak-
an Non-Blok pada tahun 1992-
1994, amat berat menghadapi
pukulan ekonomi itu. Wibawa
Soeharto amat turun di dalam
maupun luar negeri ketika harus
mengikuti kehendak pimpinan

IMF Camdassus yang menunjuk-

kan sikap yang amat merendah-
kan Presiden Soeharto. Berbeda
dengan Malaysia yang di bawah
kepemimpinan perdana menteri
Mahathir justru melepaskan diri

dari hubungan IMF untuk meng-

atasi krisis ekonominya, Indone-
sia malahan makin terjerat da-
lam pengaturan IMF yang tidak
berorientasi pada kepentingan
Indonesia, melainkan diabdikan
kepentingan Washington Con-
sensus atau Amerika Serikat.
Kemunduran dalam kepe-
mimpinan Soeharto memberikan
kesempatan baik bagi lawan-la-
wan politiknya yang sudah lama
menantikan peluang untuk me-
mukul Soeharto. Adalah ke-
nyataan bahwa kepemimpinan
Soeharto, terutama sejak tahun
1980-an, mengakibatkan banyak

ketidak-puasan dalam masyara-
kat. Tampak sekali bahwa tidak
ada niat untuk mewujudkan

~ demokrasi dalam kehidupan

bangsa, meskipun Soeharto dan
para pendukungnya selalu
mengumandangkan ditegakkan-
nya Demokrasi Pancasila. Seba-
liknya yang terwujud adalah
satu kekuasaan otoriter yang
tidak memberikan kesempatan
pada rakyat banyak untuk me-
ngemukakan pendapat. Kekua-
saan otoriter itu didukung oleh
partai Golkar yang para pemim-
pinnya mempunyai kepentingan

pribadi dalam kelangsungan

kekuasaan Presiden Soeharto.
Dukungan ini diamankan dan
diperkuat oleh peran politik
ABRI yang sejak tahun 1980-an
sudah sepenuhnya di tangan
pimpinan yang bukan berasal
dari para pejuang 1945. Dengan
begitu Presiden Soeharto sebagai
mantan jenderal TNI-AD lebih
mudah memanipulasi ABRI un-
tuk kepentingan politiknya, khu-
susnya untuk melanggenggkan
kekuasaannya. Manajemen per-
sonil ABRI lebih diorientasikan
kepada pelayanan kepentingan
Soeharto dan kepentingan pim-
pinan ABRI pribadi dari pada
bersifat lugas sesuai keperluan
dan kepentingan organisasi.
Makin menjadi kenyataan bah-
wa hanya perwira yang pernah

! Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, New York, W.W. Norton & Com-
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menjadi ADC atau ajudan Pre-
siden Soeharto yang ada ke-
mungkinan menjadi pimpinan
AD, AL, AU dan Kepolisian.
Sebab mereka mantan ajudan-
nya, maka Soeharto sudah dapat
menilai berapa kuat mereka un-
tuk dapat dipercaya dan meng-
abdi kepentingannya.

Hal itu diperparah lagi ketika
Presiden Soeharto memungkin-
kan putera-puterinya terjun da-
lam dunia bisnis dan memanfaat-
kan kekuasaan ayah mereka un-
tuk memperoleh berbagai ke-
mudahan dan keuntungan yang
tidak wajar. Bersamaan dengan
itu timbul kaum bisnis gadungan
yang menempatkan diri di keli-
ling Soeharto dan keluarganya
untuk turut menikmati keun-
tungan dan kesempatan -yang
tidak mungkin diperoleh orang
lain. Kondisi menjadi demikian
parah di mata mayoritas ma-
syarakat sehingga secara sinis
orang mengatakan bahwa me-
mang sudah terwujud dengan
bagus sekali “ekonomi kekeluar-
gaan” sebagaimana dikehendaki
UUD 1945 fasal 33. Akan tetapi
kekeluargaan itu adalah keluar-
ga Soeharto beserta kawan-ka-
wannya. Dalam kondisi itu ha-
nya mereka yang betul-betul oleh
Soeharto dan putera-puterinya
dinilai sesuai dengan kepen-
tingan keluarga mereka yang
mendapat peluang dan kesem-
patan memperoleh kenaikan ja-

batan, rezeki bisnis dan kedu-
dukan politik. Terwujudlah apa
yang kemudian dinamakan KKIN
atau Korupsi -Kolusi-Nepotisme.
Bersamaa dengan itu dengan
sendirinya, korupsi makin me-
luas dan menguat sehingga men-
jadikan Indonesia tergolong
negara terkorup di dunia.

Yang amat dirugikan oleh per-
kembangan ini adalah TNI atau
Tentara Nasional Indonesia.
Sebab jiwa perjuangan TNI yang
selalu dipegang teguh sejak ber-
dirinya pada tahun 1945, yaitu -
mengabdi kepada kepentingan
Negara dan Bangsa, telah di-
reduksi menjadi pengabdian ke-
pada seorang dengan keluarga-
nya serta kepentingannya. De-
ngan begitu Dwi Fungsi TNI
yang sejak 1945 cukup positif
dan bermanfaat untuk menjamin
terwujudnya kemerdekaan bang-
sa serta melindunginya terhadap
berbagai ancaman, seperti ter-
hadap pemberontakan Darul Is-
lam, PRRI/Permesta dan dua
kali pemberontakan PKI, meng-
alami degradasi yang amat
parah. Kalau sebelumnya TNI
selalu mendapat dukungan dan
kepercayaan masyarakat karena
perjuangan dan sepak terjang-
nya mengejawantahkan ke-
hendak mayoritas bangsa, sejak
saat itu justru makin menguat
penolakan banyak kalangan
masyarakat terhadap TNI dan
pelaksanaan Dwifungsinya. Bah-
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kan di lingkungan purnawira-
wan TNI yang pejuang 1945
tidak sedikit yang merasajengkel
dan marah terhadap pelaksa-
naan Dwi Fungsi TNI yang me-
rusak itu, termasuk Jendral A.H.
Nasution, Letnan Jendral Mari-
nir Ali Sadikin dan banyak Per-
wira Senior lainnya. Kondisi itu
secara langsung dan tidak lang-
sung merugikan sikap patriotik
dan nasionalisme bangsa.

Kemunduran dalam kepe-
mimpinan Presiden Soeharto
pada tahun 1997 membuka pe-
luang bagi mereka yang sudah
muak dengan keadaan di atas
dan ingin mengadakan peru-
bahan. Inilah permulan dari Ge-
rakan Reformasi 1998.

Tidak terlalu jelas siapa yang
paling dulu menggunakan istilah
Reformasi. Yang dapat dicatat
adalah bahwa Dr. Amien Rais
dikenal dan diakui sebagai To-
koh Reformasi Utama. Ia adalah
pimpinan organisasi Islam Mu-
hammadiyah, dosen di Univer-
sitas Gajah Mada (UGM) dan
ketua dewan pakar Ikatan Cen-
dekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI). Memang Amien Rais se-
jak lama tidak dapat menyetujui
kepemimpinan Presiden Soehar-
to yang berakibat begitu buruk
bagi bangsa Indonesia. Akan
tetapi mungkin sekali sikapnya
melawan Soeharto amat me-
nguat ketika Soeharto meng-
hendaki Amien Rais diturunkan

dari pimpinan di ICMI karena
telah menulis satu artikel tentang
ketidakberesan hubungan pe-
merintah Indonesia dengan per-
usahaan multinasional Freeport
yang dinilainya sangat merugi-
kan bangsa Indonesia.

Posisinya dalam masyarakat
yang macam-macam memung-
kinkan Amien Rais untuk mem-
pengaruhi dan menggerakkan
banyak kalangan, terutama
kaum muda dan mahasiswa.
Mereka bergerak untuk meng-
adakan perubahan dalam ke--
pemimpinan nasional Indonesia
yang mereka nilai sudah amat
merugikan kehidupan bangsa.
Tujuan utama selain perubahan
kepemimpinan adalah meng-
habiskan KKN di Indonesia ser-
ta kondisi yang menghasilkan-
nya.

Tidak hanya Amien Rais
yang tergerak mengadakan per-
ubahan. Di samping gerakannya
yang terutama meliputi kalangan
Islam dan terutama yang dekat
dengan Muhammadiyah, ada
pula gerakan yang bersumber
pada Nahdlatul Ulama yang di-
pimpin Abdurrahman Wahid.
Tokoh ini pun merasa kurang
mendapat perhatian dan peng-
hargaan dalam kondisi masya-
rakat yang dipimpin Soeharto.
Kemudian ada Megawati Soe-
karnoputri yang telah diperlaku-
kan sangat tidak baik oleh Soe-
harto yang tidak menghendaki
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Megawati memegang kepemim-
pinan partai Partai Demokrasi
Indonesia (PDI), padahal ma-
yoritas anggota PDI memilihnya
sebagai pimpinan. Megawati
dan pendukungnya membentuk
Partai Demokrasi Indonesia Per-
juangan (PDIP) yang menentang
Soeharto. Juga ada sekelompok
purnawirawan TNI yang makin
tidak senang dengan kepemim-
pinan Soeharto dan mendukung
gerakan untuk menurunkannya.
Tokoh-tokoh mereka seperti Ke-
mal Idris, Ali Sadikin, juga meng-
hendaki perubahan segera, dan
ada kalangan cendekiawan yang
turut bergabung dalam gerakan
perubahan itu. Mereka semua
mendukung perlunya Reforma-
si untuk Indonesia. Sekalipun
mereka masing-masing mempu-
nyai kepentingannya sendiri,
namun pada permulaan mereka
satu tujuan untuk menggantikan
kepemimpinan nasional.

' Dalam kondisi Indonesia yang
makin menurun akhirnya Pre-
siden Soeharto makin merasa
lemah dan terdesak. Pada tahun
1998 ia masih berhasil mengada-
kan Pemilihan Umum yang se-
perti biasa dimenangkan Golkar
secara mencolok dan kemudian
membentuk kabinet baru. Peme-
rintah baru itu dilantik pada bu-
lan Maret 1998 tentu dengan tu-
juan untuk mengatasi berbagai
tantangan, khususnya mengatasi
Krisis Ekonomi, memberikan res-

pons yang dapat menetralisasi
Gerakan Reformasi , dan men-
jamin kelangsungan kepemim-
pinan kelompok Soeharto. Akan
tetapi niat itu tidak kuat mena-
han dinamika Gerakan Reforma-
si sehingga pada bulan Mei 1998
Presiden Soeharto menyatakan
pengunduran diri sebagai Pre-
siden RL.

Turunnya Soeharto sebagai
presiden jelas merupakan ke-
menangan Gerakan Reformasi.
Yang kemudian menjadi tan-
tangan adalah bagaimana ge- .
rakan itu berjalan selanjutnya se-
hingga benar-benar membawa
Indonesia kepada kondisi yang
diinginkan kaum Reformasi.

Maka di situlah tantangan
paling berat buat Gerakan Refor-
masi 1998. Sebab mulai saat itu
kepentingan-kepentingan ma-
sing-masing kelompok mulai
muncul dan tidak ada kepe-
mimpinan yang cukup mampu
untuk menimbulkan satu gerak-
an reformasi yang mendapat
dukungan semua kalangan. Se-
hingga hampir semua kalangan
Gerakan Reformasi 1998 terpak-
sa mengakui bahwa samapai
tahun 2005 pun belum dapat
dikatakan bahwa Reformasi te-
lah mencapai sasarannya. Me-
mang sudah ada pergantian
kepemimpinan nasional sejak
Mei 1998, bahkan tiga kali digan-
ti. Mula-mula Presiden Soeharto
digantikan oleh Prof. DR.Habibie
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yang sebagai Wakil Presiden RI
pada tahun 1998 sesuai ketentu-
an UUD 1945 menggantikan
Presiden Soeharto. Akan tetapi
Pemilihan Umum yang kemudi-
an dilakukan mengakibatkan
Prof.DR. Habibie sudah harus
turun pada tahun 1999 dan di-
gantikan Abdurrahman Wahid.
Presiden ini pun hanya meme-
gang pimpinan nasional sampai
tahun 2001 dan digantikan
Megawati Soekarnoputri. Inipun
hanya bertahan sampai tahun
2004 ketika dalam Pemilihan
Presiden secara langsung Susilo
Bambang Yudhoyono terpilih
oleh rakyat sebagai Presiden RI.

Perubahan kepemimpinan
nasional ternyata tidak memba-
wa kondisi yang diharapkan
kaum Reformasi. Selain tidak
dirasakan ada kemajuan besar
dalam pemberantasan KKN,
juga ekonomi tidak kunjung
membeaik. Selain itu politik dinilai
kurang sesuai dengan apa yang
diinginkan. Memang sejak tahun
1998 sudah ada kebebasan yang
jauh lebih luas dari sebelumnya,
tetapi kemudian justru menjadi
kebebasan yang berlebih-lebihan
dan kebablasan sehingga malah-
an merugikan masyarakat. Se-
lain itu kaum Reformasi tidak
dapat mencegah masuknya pe-
ngaruh luar negeri yang hendak
memanfaatkan terjadinya per-

ubahan di Indonesia untuk me-
nguatkan dan mencapai kepen-
tingannya sendiri.

Dalam hal ini terutama dica-
pai keuntungan banyak oleh
gerakan liberalisme, kapitalisme
danindividualisme dengan AS
sebagai kubu utamanya. Itu ma-
suk akal, karena AS sejak ke-
menangannya dalam Perang
Dingin pada tahun 1990
bertekad untuk menyebarkan
pandangannya di seluruh dunia
dan dianut seluruh umat manu-
sia. Politik luar negerinya mem-
perjuangkan agar semua bang-
sa mau mengikuti kehendaknya,
terutama dalam menegakkan
demokrasi, hak azasi manusia
dan perdagangan bebas, semua
menurutversi AS? Apalagi di AS
berkembang pihak gerakan neo-
konservatif yang memperjuang-
kan hegemoni AS di seluruh du-
nia dan juga gerakan neo-libe-
ralisme yang menginginkan pan-
dangannya dianut semua bang-
sa. Ini semua juga hendak mere-
ka bawa ke Indonesia.

Hal ini jelas nampak dalam
perkembangan Gerakan Refor-
masi 1998. Melalui orang-orang
Indonesia yang setuju dengan
kehendak Amerika dan yang
mempunyai sifat opportunistis,
Gerakan Reformasi diusahakan
berjalan sesuai dengan kehendak
itu. Bahkan secara terang-terang-

? David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2005
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an orang Amerika sendiri ting-
gal di Indonesia untuk memban-
tu orang-orang Indonesia yang
mereka kendalikan. Yang amat
penting adalah dukungan ke-
uangan AS yang sukar diim-
bangi oleh pihak lain, sedangkan
faktor uang menjadi makin ber-
pengaruh di Indonesia. Dengan
perkembangan ini serta kurang
serasinya para pemimpin Gerak-
an Reformasi sendiri, maka Re-
formasi 1998 tidak dapat di-
harapkan memberikan perubah-
an dan perbaikan yang diharap-
kan masyarakat Indonesia.
Masyarakat dan rakyat Indo-
nesia bukannya makin sejahtera,
melainkan justru makin sukar
hidupnya. :

Revolusi Indonesia 1945

Untuk menentukan Reforma-
si yang benar-benar diperlukan,
maka kita perlu melihat perkem-
bangan bangsa Indonesia sejak
proklamasi kemerdekaannya
pada tahun 1945. Pada waktu
itu dinyatakan bahwa bangsa
Indonesia melakukan Revolusi
untuk menjamin pencapaian tu-
juan nasional, yaitu terwujud-
nya masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
Rakyat Indonesia sudah terlalu
lama menderita dalam penja-
jahan Belanda dan akhirnya
Jepang, dan sudah amat haus
kepada kehidupan yang lebih
baik, lebih maju dan sejahtera,

seperti yang dialami banyak
bangsa lain di dunia. 4
Sebenarnya hanya ada perbe-
daan gradual antara pengertian
Revolusi dan Reformasi. Revolu-
si adalah satu gerakan perubah-
an yang radikal, dilakukan da-
lam jangka waktu pendek dan
beruang lingkup luas yang
menggunakan segala cara untuk
mencapai tujuannya. Bung Kar-
no sebagai pimpinan Revolusi
Indonesia 1945 sering mengata-
kan bahwa revolusi adalah pen-
jebolan segala nilai yang sedang .
berlaku untuk diganti dengan
nilai-nilai baru yang sesuai de-
ngan aspirasi bangsa Indonesia,
atau die Umwertung alle Werte. Ini
berbeda sekali dengan Evolusi
yang juga bersifat perubahan,
tetapi yang terjadi secara alami-
ah dan tidak radikal dan karena
itu menggunakan jangka waktu
yang relatif panjang. Hal itu
umpama terjadi pada perubah-
an makhluk Manusia sejak pur-
bakala hingga masa kini. Me-
mang terjadi perubahan yang
penting, tetapi karena terjadi
dalam jangka panjang maka si-
fatnya tidak radikal. Sedangkan
Reformasi adalah perubahan
yang lebih cepat dari Evolusi
tetapi tidak seradikal Revolusi.

‘Akan tetapi perubahan yang di-

lakukan pun sangat penting dan
berakibat luas dalam masya-
rakat. Di lingkungan pimpinan
gerakan komunis sebelum 1990,
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baik di Uni Soviet maupun RRC,
ada kebiasaan untuk menuduh
saingannya dalam gerakan ko-
munis sebagai Reformis atau Re-
visionis. Itu berarti bahwa saing-
an itu bukan pendukung revolu-
si, padahal gerakan komunis
menghendaki Revolusi Proleta-
riat. Itu berarti bahwa dengan
menuduh saingan sebagai Refor-
mis hendak dikatakan bahwa
saingan itu tidak patut memim-
pin gerakan komunis sedunia. Itu
dapat dilihat ketika pemimpin
partai komunis China Mao Ze-
dong menamakan para pemim-
pin Uni Soviet, seperti Kruschev,
sebagai Reformis dan karena itu
tidak patut memimpin perjuang-
an komunis sedunia. Namun
buat orang umum, termasuk
kita, kata Reformasi tidak perlu
memberi konotasi negatif atau
rendah.

Jadi Reformasi dapat dikata-
kan sebagai Evolusi yang diper-
cepat, tetapi bukan Revolusi yang
sifatnya radikal.

Pada tahun 1945 bangsa In-
donesia melakukan Revolusi
yang memang pada waktu itu
diperlukan. Sebab waktu itu
harus diadakan perubahan dari
masyarakat kolonial ke masya-
rakat merdeka, sedangkan pihak
kolonialnya yaitu Belanda sama
sekali tidak bersedia memberikan
kesempatan untuk perubahan ke
masyarakat merdeka. Itu berbe-
da dengan sikap Inggeris sebagai

penjajah yang setelah tahun
1945 akhirnya sadar bahwa un-
tuk kepentingannya dalam jang-
ka panjang lebih baik ia berikan
kesempatan kepada daerah ja-
jahannya untuk menjadi negara

 merdeka. Mungkin Belanda ber-

anggapan bahwa sebagai nega-
ra kecil ia akan kehilangan se-
galanya kalau Indonesia disetu-
jui menjadi merdeka, sebagaima-
na ada pepatah Indie Verloren,
Rampspoed Geboren , atau kalau
kehilangan Indonesia akan terja-
di penderitaan besar bagi Belan- -
da.

Sebab itu sikap kaum pejuang
kemerdekaan Indonesia tidak
dapat disamakan dengan para
pejuang India di bawah pimpin-
an Pandit Jawaharlal Nehru.
Bung Karno dan Bung Hatta se-
bagai pimpinan perjuangan ke-
merdekaan sepakat bahwa harus
ada gerakan revolusioner untuk
merebut dan menegakkan Indo-
nesia Merdeka.

Itu berarti segala ketentuan
dan bahkan aturan hukum yang
berlaku dalam masyarakat Indo-
nesia yang dijajah Belanda harus
dijebol untuk digantikan dengan
ketentuan dan hukum yang co-
cok dengan kepentingan Indone-
sia Merdeka. Pada permulaan
kemerdekaan para pemimpin
bangsa yang mewakili seluruh
rakyat setuju bahwa Pancasila
menjadi Dasar Negara Republik
Indonesia. Pada tanggal 1 Juni
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1945 Bung Karno di depan para
anggota Panitya Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia menyata-
kan bahwa bangsa Indonesia
yang merdeka memerlukan satu
pandangan hidup, satu Weltan-
schauung. Kemudian beliau
mengemukakan pikiran beliau
yang beliau namakan Pancasila
dan diusulkan menjadi pandang-
an hidup bangsa Indonesia. Usul
itu diterima dan kemudian Pan-
casila ditetapkan sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia.

Dengan begitu nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila
harus mengganti ketentuan dan
nilai-nilai masyarakat penjajah-
an. Atas dasar itu maka kemu-
dian disusun Undang-Undang
Dasar 1945 yang memuat nilai-
nilai Pancasila untuk diwujud-
kan.

Revolusi Indonesia berhasil
mengusir Belanda dari Indone-
sia. Sekalipun mula-mula Indo-
nesia harus menerima kompro-
mi yang tercapai dalam Konfe-
rensi Meja Bundar dalam bentuk
Republik Indonesia Serikat, na-
mun kemudian dengan cepat
dalam waktu kurang dari se-
tahun Republik Indonesia Serikat
dapat dihapuskan dan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasi-
la sudah memperoleh eksistensi.
Seharusnya kemudian dengan
menggunakan Republik Indone-
sia sebagai wahana utama, Re-
volusi Indonesia harus diselesai-

kan dengan terwujudnya masya-
rakat Indonesia berdasarkan
Pancasila. Baru kalau itu terca-
pai dapat dikatakan bahwa Re-
volusi Indonesia mencapai tu-
juannya.

Jadi sebenarnya Bung Karno
sebagai pimpinan Revolusi, apa-
lagi ia dinamakan atau mena-
makan diri Pemimpin Besar Re-
volusi (PBR), harus memimpin
bangsa Indonesia untuk mewu-
judkan tegaknya nilai-nilai Pan-
casila dalam masyarakat dan
bumi Indonesia. Hal itu sebenar- -
nya masuk akal dan memudah-
kan perjuangan, karena Bung
Karnolah yang melahirkan Pan-
casila pada tanggal 1 Juni 1945.

Akan tetapi adalah aneh seka-
li dan celaka bagi bangsa Indo-
nesia, bahwa Pencetus Pancasi-
la tidak berusaha dengan cukup
sungguh-sungguh untuk mewu-
judkan nilai-nilai Pancasila di
Indonesia. Pada permulaan se-
telah 1950 masih cukup sering
Bung Karno mengucapkan pen-
tingnya Pancasila. Akan tetapi
kepemimpinannya atas Republik
Indonesia dan tindakannya ma-
kin tidak sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.

Ketika mengeluarkan Dekrit
Presiden pada tahun 1954 untuk
kembali kepada UUD 1945 Bung
Karno masih di jalan yang se-
suai, karena dengan begitu Pan-
casila akan lebih tegas menjadi
pedoman perjuangan bangsa.
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Akan tetapi ketika Bung Karno
menetapkan Demokrasi Ter-
pimpin sebagai jalan untuk me-
mimpin kelanjutan Revolusi,
maka mulai terjadi penyeleweng-
an. Sebab Demokrasi Terpimpin
sama sekali tidak mengandung
kenyataan demokrasi, atau ke-
mungkinan bagi rakyat untuk
menentukan dan menyatakan
kehendaknya. Malahan yang ter-
jadi adalah kekuasaan otoriter
yang lebih dekat ke diktatur. Le-
bih parah lagi ketika kesejahte-
raan rakyat Indonesia diterlan-
tarkan sehingga rakyat makin
miskin. Sedangkan secara politik
Bung Karno makin memungkin-
kan Partai Komunis Indonesia
(PKI) memegang pemerintahan.
Padahal PKI telah mengkhianati
perjuangan RI ketika melakukan
pemberontakan di Madiun pada
tahun 1948 dan menusuk dari
belakang bangsa Indonesia yang
sedang berjuang menghadapi
penjajah Belanda. Lebih aneh
lagi, dalam pemberontakan PKI
itu kaum komunis tidak mau lagi
kepemimpinan Bung Karno ber-
langsung di Indonesia. Tetapi
mulai tahun 1960-an Presiden
Sukarno makin memberikan pe-
luang bagi PKI untuk mengua-
sai Indonesia. Dengan dilandasi
slogan “Revolusi Belum Selesai”,
Bung Karno mengorbankan ke-
pentingan rakyat yang ingin
hidup sejahtera. Sebaliknya
Bung Karno sama sekali tidak

berusaha untuk memenangkan
Revolusi Indonesia, yaitu terwu-
judnya dan tegaknya nilai-nilai
Pancasila di masyarakat dan
bumi Indonesia. Penyelewengan
Revolusi Indonesia berakhir de-
ngan terjadi pemberontakan
G30S/PKI yang merupakan usa-
ha PKI kedua kali untuk mere-
but kekuasaan di Indonesia dan
sekurang-kurangnya secara
tidak langsung mendapat du-
kungan Bung Karno. Maka de-
ngan sangat tragis bagi bangsa
Indonesia, Revolusi Indonesia -
yang seharusnya membawa
bangsa Indonesia kepada masya-
rakat yang adil-makmur ber-
dasarkan Pancasila, malahan
hasilnya adalah kesejahteraan
rakyat yang makin parah dan
jauhnya keadilan bagi rakyat
umumnya.

Gerakan Orde Baru
Kegagalan kepemimpinan
Presiden Sukarno yang berakibat
terjadinya pemberontakan G30S/
PKI, membawa munculnya jen-
deral Soeharto sebagai pimpinan
nasional Indonesia. Mula-mula
Presiden Soeharto nampak seri-
us dalam mengantar bangsa In-
donesia kepada pencapaian as-
pirasinya. Ditetapkan adanya
Orde Baru yang bertujuan mene-
gakkan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.
Jadi itu berarti akan ada usaha
untuk menyelesaikan Revolusi



Sayidiman Suryohadiprojo, Reformasi yang Diperlukan ... 41

Indonesia sebagaimana mesti-
nya. Akan tetapi karena Bung
Karno semasa kepemimpinan-
nya telah menggunakan penger-
tian Revolusi secara berlebihan
dan bertentangan dengan ke-
pentingan rakyat, maka kata
Revolusi sudah kurang disukai
banyak orang dan tidak digu-
nakan lagi untuk mencegah
salah pengertian.

Pada permulaan semua ber-
jalan baik dan rakyat pada
umumnya mempunyai harapan
besar untuk masa depannya.
Pada tahun 1968 dicanangkan
permulaan dari Pembangunan
Nasional yang bertujuan untuk
melahirkan aspirasi bangsa
dalam bentuk kehidupan yang
lebih adil dan sejahtera. Kehi-
dupan ekonomi rakyat benar-be-
nar memperoleh perhatian keti-
ka pertanian diperbaiki dan san-
dang-pangan rakyat ditingkat-
kan baik jumlah maupun mutu-
nya. Di bidang politik juga di-
lakukan penyempurnaan. Pers
memperoleh kebebasan lebih
banyak dari di masa Bung Kar-
no. Lembaga-lembaga politik di-
sempurnakan dan diadakan pe-
milihan umum setiap lima
tahun. Diadakan usaha mem-
perbaiki birokrasi dengan meng-
aktifkan fungsi menteri perbaik-
an aparatur negara. Pendeknya,
dari tahun 1966 hingga tahun
1980-an masih terasa bahwa
kepemimpinan Presiden Soehar-

to mengantarkan bangsa kearah
yang benar.

Akan tetapi kemudian terjadi
perubahan dalam kepemimpin-
an itu yang mengakibatkan Orde
Baru makin menyeleweng dari
tujuannya. Presiden Soeharto
mulai mempunyai ambisi untuk
menjadi Presiden Seumur Hidup
seperti Bung Karno. Untuk itu
partai Golkar dijadikan wahana
yang tidak memungkinkan par-
tai lain menang dalam Pemilu.
Selain itu dalam Golkar sendiri
tidak diadakan pembentukan .
kader yang memungkinkan ada
pergantian kepemimpinan se-
cara baik dan teratur. Yang me-
megang jabatan kepemimpinan
Golkar hanya mereka yang se-
suai dengan kepentingan Pre-
siden Soeharto. Untuk itu ia
mengawasi dengan saksama se-
tiap pergantian personil, baik di
Pusat maupun di Daerah. Juga
terhadap ABRI dilakukan mana-
jemen yang makin berorientasi
pada kekuasaan, terutama me-
langgengkan kekuasaan Pre-
siden Soeharto. Hal ini terutama
dilakukan dalam pelaksanaan
Dwi Fungsi ABRI. ABRI tidak
dikembangkan menjadi orga-
nisasi professional yang tangguh,
tetapi lebih diarahkan sebagai
kekuatan politik yang berman-
faat bagi kekuasaan. Dalihnya
adalah bahwa negara tidak cu-
kup dana untuk membangun
ABRI dengan sistem senjata yang
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modern.

Seperti yang telah diuraikan
sebelumnya, hal yang paling
merusak Orde Baru adalah pe-
ran putera-puteri Soeharto yang
menyalahgunakan kedudukan
ayah mereka untuk melakukan
bisnis. Andai kata mereka men-
jalankan bisnis secara baik dan
professional tidak akan banyak
yang keberatan atau mengecam.
Akan tetapi sama sekali tidak
dikembangkan kemampuan bis-
nis yang berdaya saing dilandasi
kemampuan perusahaan yang
tinggi. Dan bisnis semata-mata
dilakukan berdasarkan kekua-
saan yang memberi kesempatan
sesuai kepentingannya. Kemudi-
an putera-puteri Presiden Soe-
harto membuka peluang bagi
petualang-petualang untuk
memperoleh bagian keuntung-
an, asalkan mereka mau juga
memberikan bagian yang me-
nonjol kepada pemberi kesem-
patan. Terjadilah Korupsi-Kolu-
si-Nepotisme pada skala yang
luas dan amat merugikan bang-
sa.

Maka Orde Baru benar-benar
menyeleweng dari tujuan yang
telah ditetapkannya sendiri,
yaitu menegakkan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan kon-
sekuen. Itulah sumber kejatuhan
Orde Baru dan Presiden Soehar-
to, sebagaimana Demokrasi Ter-
pimpin menjadi sumber kejatuh-
an Presiden Sukarno.

Akan tetapi dengan begitu
bangsa Indonesia tidak kunjung
mencapai tujuan Revolusi Indo-
nesia, yaitu masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pan-
ca Sila.

Reformasi yang diperlukan
bangsa Indonesia

Dari uraian sebelumnya da-
pat ditarik kesimpulan bahwa
bangsa Indonesia memang me-
merlukan perubahan untuk men-
capai kondisi yang diinginkan..
Perubahan itu cukup besar dan
banyak serta perlu dicapai dalam
waktu yang tidak terlalu lama,
baik dilihat dari sudut keperlu-
an rakyat yang masih banyak
diliputi kemiskinan dan keter-
belakangan maupun dari sudut
perkembangan internasional.
Sebab itu perubahan itu tidak
cukup diperoleh dengan cara
Evolusi. Akan tetapijuga kurang
bijaksana untuk menggunakan
pengertian Revolusi karena besar
kemungkinan akan timbul ekses
kalau memperhatikan cara ber-
pikir dan sikap para pemimpin
Indonesia pada umumnya. Sebab
itu adalah tepat untuk meng-
gunakan pengertian Reformasi.

Reformasi yang perlu diada-
kan adalah pelaksanaan peru-
bahan yang kesemuanya dapat
menegakkan Pancasila di masya-
rakat dan bumi Indonesia. Refor-
masi harus mewujudkan kese-
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jahteraan dan keadilan bagi
rakyat Indoensia. Itu berarti bah-
wa Reformasi tidak boleh diba-
jak atau ditunggangi orang-
orang yang berpandangan lain
dari nilai-nilai Pancasila. Me-
mang Pancasila adalah satu pa-
ham atau ideologi terbuka, arti-
nya bersedia memperhatikan pa-
ham-paham lain untuk menyem-
purnakan dirinya sendiri. Akan
tetapi kalau paham lain itu
mengarah pada perubahan nilai-
nilai Pancasila dan hendak
mengubur Pancasila, maka itu
tidak dapat diberi toleransi.
Apalagi kalau tidak mendatang-
kan kesejahteraan rakyat.

Memperhatikan pengalaman
masa lampau, maka yang selalu
menjadi sumber penyelewengan
adalah kepemimpinan yang
mula-mula bersikap benar tetapi
kemudian melakukan perubahan
yang menyeleweng setelah ia
merasa cukup mantap kepemim-
pinannya. Hal itu dapat dilihat
pada Bung Karno maupun Pak
Harto yang mula-mula sangat
menimbulkan harapan besar
pada mayoritas rakyat, tetapi
kemudian menimbulkan penye-
lewengan yang amat merugikan
kehidupan bangsa.

Sebab itu perlu sekali diperha-
tikan agar ada kepemimpinan
yang bermutu tetapi disertai
pengawasan yang dapat mence-
gah terjadinya penyelewengan
yang membahayakan.

Pemilihan Presiden dan Wa-
kil Presiden langsung oleh rakyat
merupakan perubahan yang
baik dari Gerakan Reformasi
1998. Memang ada sementara
orang yang menganggap pe-
rubahan itu bertentangan den-
gan Panca Sila dan UUD 1945
yang asli. Dalam UUD 1945
yang asli Presiden dan Wakil
Presiden dipilih oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR)
yang anggotanya dipilih oleh
rakyat dan ada pula diangkat
oleh pemerintah. :

Perubahan ini adalah contoh
dari Pancasila sebagai ideologi
terbuka. Akan tetapi tidak tegas
bahwa pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung
bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila. Adalah kenyataan
bahwa kemungkinan untuk me-
milih Presiden dan Wakil Pre-
siden secara langsung lebih me-
muaskan aspirasi politik rakyat,
ketimbang rakyat mempercaya-
kan pemilihan itu kepada wakil-
wakilnya yang duduk di MPR.
Bagaimana pun, anggota MPR
akan melakukan pilihan itu lebih
banyak dilandasi kepentingan
pribadinya dan kehendak partai
politiknya dari pada kepen-
tingan rakyat umumnya. Sebab
itu pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung adalah
lebih sesuai dengan kepentingan
rakyat dari pada pemilihan di-
lakukan oleh MPR. Dengan be-
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gitu Presiden dan Wakil Presiden
juga mempunyai legitimasi lebih
kuat dalam memimpin bangsa.

Dengan legitimasi yang lebih
kuat itu semoga Presiden men-
jalankan kepemimpinan nasional
lebih sungguh-sungguh sehingga
dalam waktu minimal dapat
merealisasikan nilai-nilai Pan-
casila dalam masyarakat dan di
bumi Indonesia. Akan tetapi
juga perlu ada pengawasan yang
saksama terhadap kepemim-
pinan nasional, terutama setelah
mereka mantap dalam kepemim-
pinannya, agar tidak terulang
lagi apa yang dilakukan Presiden
RI pertama dan kedua. .

Karena yang harus dicapai
adalah tujuan nasional, yaitu ter-
wujudnya masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pan-
casila, maka kepemimpinan
harus menjadikan nilai-nilai Pan-
ca Sila kenyataan yang hidup

{iving realities), sehingga Pancasi-
la berhenti hanya sebagai sem-
boyan yang kosong atau slogan
belaka.

Nilai Ketuhanan Yang Maha
Esa harus terwujud dalam sikap
hidup dan perilaku Manusia In-
donesia yang bermoral, adanya
saling menghargai antara peme-
luk agama dari berbagai agama
yang ada di Indonesia dan peng-
hargaan kepada setiap cara orang
meluhurkan Tuhan Yang Maha
Esa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil

dan Beradab terwujud dalam
kehidupan yang makin menjauhi
kemiskinan, kebodohan dan ke-
terbelakangan bagi semua war-
ga bangsa. Selain itu adanya
kekuasaan Hukum yang dirasa-
kan adil oleh seluruh warga
masyarakat. Hak Azasi Manusia
dijunjung tinggi, tetapi kebe-
basan Individu tidak lebih tinggi
nilainya dan tidak boleh mengor-
bankan tertib dan damainya
masyarakat.

Nilai Persatuan Indonesia
menghargai eksistensi setiap
bagian dari negara dan bangsa
Indonesia dengan antara lain
memberikan otonomi kepada se-
tiap daerah. Akan tetapi setiap
daerah juga harus mengakui dan
menghargai pentingnya Indone-
sia sebagai negara-bangsa kare-
na itu merupakan kepentingan
besar yang tak dapat diingkari
mengingat perkembangan umat
manusia dewasa ini dan di masa
mendatang. Hasil budi daya se-
tiap unsur bangsa adalah juga
hasil budi daya nasional. Di
samping itu ada pengembangan
budi daya bangsa sebagai ke-
utuhan yang bermakna bagi ke-
pentingan setiap bagian.

Nilai Kerakyatan yang di-
pimpin hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan-per-
wakilan harus terwujud dalam
berfungsinya semua lembaga
perwakilan rakyat dari tingkat
paling bawah sampai tingkat
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nasional serta diselenggarakan-
nya pemilihan umum secara ter-
atur. Juga perlu usaha agar
pengambilan keputusan ber-
dasarkan jumlah suara yang
mewakili rakyat tidak mengabai-
kan kearifan dalam keputusan
itu. Sebab itu voting dan musya-
warah untuk mufakat sama-
sama pentingnya.

Nilai Keadilan Sosial bagi se-
luruh Rakyat Indonesia menjadi
kenyataan kalau makin banyak
rakyatIndonesia hidup sejahtera
dan makin besar jumlah warga
negara yang termasuk Golongan
Menengah, sebaliknya makin
kecil jumlah Golongan Miskin.
Selain itu ada kesempatan yang
luas bagi setiap warga Negara
dari semua bagian bangsa, dari
semua agama, suku, etnik mau-
pun tingkat kekayaan, untuk
memperoleh informasi secara
luas dan mengusahakan kepen-
tingannya selama tidak berten-
tangan dengan ketentuan hukum
dan tertib damainya masyarakat.

Kalau hal ini semua dapat ter-
wujud, bangsa Indonesia baru
mencapai langkah pertama
dalam perwujudan masyarakat
yang adil dan makmur berdasar-
kan Pancasila. Hal itu harus di-
lanjutkan dengan membuat
bangsa Indonesia dan Panca Sila
diakui sebagai bagian umat
manusia yang tinggi nilainya
dan senantiasa memperjuangkan
kehidupan umat manusia yang

maju dan sejahtera, tertib dan
damai.

Yangjuga perlu diperhatikan
adalah dipertahankannya Re-
publik Indonesia sebagai negara
kesatuan (unitary state) dan tidak
menjadi negara federal. Ada
orang-orang Indonesia, bahkan
pakar Hukum Tata Negara, yang
mendukung dan memperjuang-
kan Republik Indonesia menjadi
negara federal. Umumnya mere-
ka tidak termasuk orang yang
turut memperjuangkan kemer-
dekaan Indonesia pada tahun
1945 atau mereka kurang mema-
hami perjuangan kemerdekaan
itu. Mereka tidak menyadari
bahwa konsep negara federal
sudah didiskreditkan oleh penja-
jah Belanda ketika menggunakan
konsep negara federal untuk
menjatuhkan Republik Indone-
sia. Belanda dengan amat giat
membentuk banyak negara se-
perti Negara Pasundan di Jawa
Barat, Negara Indonesia Timur,
Negara Sumatra Timur, Negara
Jawa Timur, dan lainnya. De-
ngan begitu Republik Indonesia
hendak dibendung pengaruhnya
karena sendirian berhadapan
dengan sekian banyak negara
buatan Belanda. Belanda hendak
mempertahankan pengaruh dan
kekuasaannya di pemerintahan
negara buatannya itu, padahal
mayoritas rakyat daerah tidak
setuju dengan pendirian negara
di daerahnya. Malahan di Kon-
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ferensi Meja Bundar pada tahun
1949 Belanda masih berhasil
memaksa Republik Indonesia
untuk menerima adanya Repub-
lik Indonesia Serikat (satu nega-
ra federal) yang meliputi nega-
ra-negara buatannya sebagai
negara bagian dan Republik In-
donesia diturunkan statusnya
pula menjadi negara bagian se-
tingkat negara buatan Belanda.
Akan tetapi sudah pada tahun
1950 rakyat semua daerah me-
maksa parlemen di daerahnya
untuk menggabungkan negara
bagian kepada RI. Belanda tidak
dapat mencegah hal itu karena
merupakan hak rakyat berdasar-
kan demokrasi yang diperjuang-
kan Belanda sendiri. Dengan be-
gitu kembali Republik Indonesia
menjadi satu-satunya negara
bangsa Indonesia sebagai satu
negara kesatuan. Buat orang In-
donesia yang konsisten dengan
perjuangan kemerdekaan, nega-
ra kesatuan tidak boleh berubah.
Apalagi sekarang tampak lagi
bahwa pihak-pihak yang hen-
dak menguasai Indonesia kemba-
li berusaha membawa konsep
negara federal dan mempe-
ngaruhi orang Indonesia seakan-
akan negara federal lebih men-
jamin masa depan bangsa Indo-
nesia.

Pilihan negara kesatuan se-
bagai bentuk negara oleh Pendi-
ri Republik Indonesia pada
tahun 1945 dilakukan melalui

pendalaman yang amat matang,
bukan karena emosi belaka.
Salah satu alasan mengapa dipi-
lih bentuk negara kesatuan ada-
lah untuk menjamin agar ba-
nyaknya perbedaan antar-etnik
dan antar-suku dapat diatasi.
Memang setiap daerah harus
memperoleh otonomi yang me-
mungkinkan pengurusan daerah
dan masyarakat yang sesuai de-
ngan kepentingan rakyat daerah
masing-masing. Selain itu, nega-
ra kesatuan menjamin manaje-
men nasional yang lebih ekono- -
mis, sebab tidak perlu dibangun
prasarana yang diperlukan satu
negara bagian. Khususnya keti-
ka para pakar yang masih relatif
terbatas jumlahnya, hal ini sa-
ngat penting. Sebab pakar yang
ada dapat dimanfaatkan untuk
bangsa secara keseluruhan dan
tidak hanya untuk daerahnya
saja kalau daerah itu menjadi
negara bagian satu negara fe-
deral.

Otonomi daerah di dalam ne-
gara kesatuan memberikan pelu-
ang untuk mengurus kepenting-
an rakyat daerah yang tidak per-
lu kalah dari yang dilakukan satu
negara bagian dalam negara fe-
deral. Contoh yang baik adalah
perbandingan wewenang pro-
vinsi di Perancis sebagai negara
kesatuan dengan wewenang
negara bagian di bekas Uni So-
viet; wewenang provinsi di Pe-
rancis jauh lebih menguntung-
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kan rakyat provinsi itu dari pada
yang terjadi di negara bagian
Uni Soviet.

Yang harus dijaga adalah ja-
ngan sampai negara kesatuan
mengakibatkan pemusatan se-
gala kekuasaan (centralisme) di
pemerintah Pusat. Hal ini sangat
merugikan hubungan Pusat dan
Daerah dan kepentingan rakyat
daerah cenderung diterlantar-
kan. Hal semacam itu telah ter-
jadi di Indonesia, baik dalam pe-
merintahan Presiden Sukarno
maupun Presiden Soeharto. Ter-
utama rakyat di daerah yang
mempunyai sumber kekayaan
alam yang banyak dan berhar-
ga, cenderung merasa bahwa
pemerintah pusat lebih banyak
menggunakan hasil dari sumber
kekayaan alam daerah untuk
kepentingan Pusat dan rakyat
daerah kurang memperoleh
kesempatan memadai untuk
menikmati hasil sumber keka-
yaan alamnya. Kondisi seperti itu
justru membahayakan masa
depan negara kesatuan karena
dapat memicu terjadinya ke-
hendak rakyat daerah untuk
memisahkan diri dari Indonesia,
yaitu terjadinya gerakan sepa-
ratisme. Kalau itu sampai terja-
di, maka Reformasi yang harus
mewujudkan Pancasila dan ke-
sejahteraan rakyat, mengarah ke
kegagalan.

Demikianlah Reformasi yang
diperlukan bangsa Indonesia,

yaitu Reformasi yang mewujud-
kan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia dan menegak-
kan Pancasila di bumi Indonesia.
Reformasi demikian sesuai de-
ngan jati diri bangsa, menjawab
kepentingan bangsa untuk hidup
adil, sejahtera dan maju, serta
memberikan kepada bangsa In-
donesia kemungkinan untuk ber-
peran secara aktif dan positif
dalam arena internasional serta
memberikan sumbangan berhar-
ga kepada perdamaian dan kese-
jahteraan umat manusia. ‘
Yang amat penting dan me-
nentukan jalannya serta berhasil-
nya Reformasi adalah menemu-
kan orang yang memiliki kemam-
puan kepemimpinan yang se-
suai. Orang itu harus mempu-
nyai pandangan yang sesuai
dengan Tujuan Reformasi dan
mampu melaksanakannya, yaitu
menjadikan Pancasila kenyataan
di bumi Indonesia dan menda-
tangkan kesejahteraan serta ke-
majuan bagi rakyat seluruhnya.
Pemimpin itu seorang yang kuat
untuk mengajak dan mempersa-
tukan bangsa Indonesia menca-
pai tujuan itu dan mengatasi se-
gala hal yang merintangi pelak-
sanaannya. Untuk memperkuat
kepemimpinannya ia harus
memimpin satu organisasi poli-
tik yang meluas di seluruh Indo-
nesia dan dapat merebut du-
kungan dan kepercayaan ma-
yoritas rakyat. Dalam hu-
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bungannya dengan dunia luar
pimpinan Reformasi itu harus
dapat menunjukkan kelincahan
dan kecakapan untuk memper-
oleh dukungan dari banyak
negara dan dapat menetralisasi
usaha negara-negara yang ku-
rang cocok dengan tujuan Refor-
masi.

Secara pribadi pemimpin itu
harus orang yang energik dan
kuatsemangatnya dalam melak-
sanakan komitmennya. Ia se-
orang yang tinggi kecerdasannya
dan cukup bermutu intelektuali-
tasnya. Kehidupannya bermoral
sehingga cara hidup dan peri-
lakunya menjadi tauladan dan
merangsang orang lain untuk
mengikuti. la mempunyai kese-
imbangan emosional yang baik

dan bukan orang yang impulsif.
Keluarganya turut memberikan
dukungan kepadanya dalam pe-
laksanaan kepemimpinannya
dan tidak sebaliknya menimbul-
kan hambatan atau rintangan
terhadap pelaksanaan kepemim-
pinannya. Berdasarkan hal itu
semua maka ia seorang pe-
mimpin yang dapat mengambil
keputusan secara arif bijaksana
pada waktu yang diperlukan.

Faktor kepemimpinan ini
amat menentukan keberhasilan
Reformasi. Tanpa itu akan terja- -
di kekacauan dan kondisi
masyarakat yang penuh perten-
tangan yang berakibat pada
stagnasi dan bahkan kegagalan
Reformasi serta runtuhnya Re-
publik Indonesia.
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kan rakyat provinsi itu dari pada
yang terjadi di negara bagian
Uni Soviet.

Yang harus dijaga adalah ja-
ngan sampai negara kesatuan
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Daerah dan kepentingan rakyat -
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mempunyai sumber kekayaan
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kan Pancasila di bumi Indonesia.
Reformasi demikian sesuai de-
ngan jati diri bangsa, menjawab
kepentingan bangsa untuk hidup
adil, sejahtera dan maju, serta
memberikan kepada bangsa In-
donesia kemungkinan untuk ber-
peran secara aktif dan positif
dalam arena internasional serta
memberikan sumbangan berhar-
ga kepada perdamaian dan kese-
jahteraan umat manusia. '
Yang amat penting dan me-
nentukan jalannya serta berhasil-
nya Reformasi adalah menemu-
kan orang yang memiliki kemam-
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yoritas rakyat. Dalam hu-
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